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Abstract 

This study aims to examine legal arrangements regarding legal protection of the rights of pregnant 
female workers who have experienced termination of employment based on the Job Creation Law and to 
find out legal remedies that can be taken by pregnant female workers who have experienced layoffs to 
fulfill their rights by employers. . This study uses a normative legal research method, namely an approach 
to the problem in terms of the applicable laws and regulations, especially regarding employment. Data 
collection techniques through library research or library research, namely collecting primary legal 
materials and secondary legal materials. The results of the research, namely legal protection for the 
rights of workers who have experienced layoffs, have been regulated in Article 156 of Law Number 11 of 
2020 concerning Job Creation, amendments to Law Number 13 of 2003, including: Maternity leave 
rights, severance pay, long service reward, Rights Substitute Money. Legal remedies that can be taken by 
workers who experience layoffs as a result of not fulfilling their rights by employers, namely by seeking 
settlements outside the Industrial Relations Court route starting from bipartite settlement, then the 
mediation or conciliation stages. While the settlement of disputes through the Industrial Relations Court, 
relates to decisions issued by the Industrial Relations Court. 
Keywords: Female Workers, Termination of Employment 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak 
tenaga kerja perempuan hamil yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja 
perempuan hamil yang mengalami PHK untuk dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan terhadap masalah segi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data 
melalui library research atau penelitian kepustakaan yaitu mengumpulan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga 
kerja yang mengalami PHK telah diatur dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi: Hak Cuti Hamil, Uang 
Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak. Upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha yakni dengan 
upaya penyelesaian di luar jalur Pengadilan Hubungan Industrial dimulai dari penyelesaian bipartit, 
kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Sedangkan penyelesaian perselisihan melalui jalur 
Pengadilan Hubungan Industrial, berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Hubungan Industrial. 
Kata Kunci: Tenaga Kerja Perempuan, Pemutusan Hubungan Kerja 
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PENDAHULUAN 

Pada era gloalisasi  yang saat ini tengah bergulir, dalam pelaksaan dan semangat hak 

asasi yang nampak semakin semarak. Akan tetapi, jika disatu pihak perlakuam tidak adil salah 

satunya perlakuan yang tidak adil semacam pelecehan terhadap seorang perempuan yang 

sampai saat ini masih berlangsung. Perlakuam yang tidak adil bisa seperti diskriminasi terhadap 

gender, perlakuan yang berkaitan dengan terjadinya suatu perbedaan mengenai hak dan 

kesempatan yang antara kaum laki-laki dan perempuan pada khususnya. Di samping terjadi 

pula dengan pelecehan secara fisik. 

Dalam keadilan yang mengandung nilai moral universal yang merupakan suatu hak dan 

kebutuhan dasar untuk manusia yang ada di seluruh dunia. (Emmy Latifah 2005:65) Nilai moral 

pada keadilan yang menjadi cita-cita untuk setiap bangsa yang ada di dalamnya yang ada suatu 

kepentingan dalam berbagai golongan. Maka keadilan dalam hal ini akan menjadi suatu 

kesepakatan yang diantara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan 

bernegara yang adil dan makmur. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan 

pekerja sebagai seseorang yang bekerja supaya memperoleh upah atau bentuk kompensasi 

lainnya. (Lalu Husni 2011:23) Pada karya ilmiah yang akan saya buat ini akan lebih 

memfokuskan kepada pembahasan untuk pekerja perempuan. Pekerja perempuan merupakan 

semua perempuan yang bekerja untuk mendapatkan upah dan kompensasi. Secara kekuatan 

fisik pekerja perempuan memiliki suatu kekuatan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan 

pekerja laki-laki. Sehingga sangat  wajar jika kemudian pekerja perempuan mendapatkan 

perhatian lebih. Contohnya yaitu dengan pemberian hak cuti saat haid, hamil, melahirkan, 

menyusui dan sebagainya. 

Seiring diberlakukannya muncul Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang pada 

saat pembahasan sudah menuai banyak reaksi yang dari berbagai macam kalangan 

terkhususnya ada di kalangan pekerja. (Ani Sri Rahayu, 2020:04) Undang-Undang Omnibus Law 

Cipta Kerja yang dianggap sangat mengabaikan hak cuti pekerja perempuan dalam keadaan 

yang tertentu. Perusahaan atau pabrik yang memperkerjakan perempuan harus wajib 
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memperhatikan beberapa hal yang diantaranya merupakan yang pertama, kekuatan pada 

perempuan yang umumnya dianggap lemah, halus tetapi tetap tekun. Kedua, beberapa norma 

untuk moral yang harus diutamakan agar pekerja perempuan yang tidak terpengaruh oleh 

perilaku negatif pada pekerja laki-laki yang terutama saat bekerja. Ketiga, status pekerja 

perempuan yang bermacam-macam mulai dari mempunyai status lajang maupun yang sudah 

memiliki suami. Status pekerja perempuan yang akan berimbas pada beban pekerja perempuan 

pada lingkungan keluarga. Bagi pekerja perempuan yang sudah berkeluarga tertentu saja 

mempunyai beban yang lebih besar dikeluarganya. (Zaeni Asyhadie, 2003:95-96) 

Bekerja merupakan salah satu upaya manusia yang sebagai makhluk sosial dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan dan papan. Berdasarkan pada Pasal 

27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan jika pada tiap-tiap 

warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan. 

Negara sebagai penopang yang juga sebagai penunjang hak asasi masyarakat yang mempunyai 

suatu kewajiban untuk memberikan fasilitas kebutuhan hidup masyarakat dalam hal ini 

merupakan pekerjaan. Negara yang mempunyai suatu kewajiban untuk menyediakan fasilitas 

dan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya. 

Perlindungan hukum untuk tenaga kerja adalah salah satu hak dasar yang harus 

diperoleh dari tenaga kerja, mengingat jika kesetaraan dan keadilan dibidang ketenagakerjaan 

yang sering diabaikan oleh pemerintah. (Triyani Dan Desi 2021:100) Salah satu seperti hak 

reproduksi untuk pekerja perempuan. Hak reproduksi bagi para pekerja perempuan yang diatur 

dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dalam penjelasannya jika pekerja perempuan mempunyai beberapa hak 

khusus yang diantaranya adalah :  

a. Pekerjal/ buruh perempualn yalng mempunyali halk untuk mendalpaltkaln walktu istiralhalt yalng 

selalmal 1,5 (saltu setengalh) bulaln paldal salalt sebelum melalhirkaln alnalk daln 1,5 (saltu 

setengalh) bulaln sesudalh walktu melalhirkaln jikal menurut perhitungaln dokter kalndungaln 

altalu bidaln. 
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b. Pekerjal/ buruh perempualn yalng mengallalmi keguguraln paldal kalndungalnnyal  berhalk 

mendalpaltkaln walktu istiralhalt 1,5 (saltu setengalh) bulaln sesuali dengaln suralt keteralngaln 

dokter kalndungaln altalu bidaln.  

Mengingalt jikal pekerjal perempualn tidalk bisal lepals dalri koderaltnyal dallalm melallui 

proses mengalndung daln melalhirkaln seoralng alnalk, halk reproduksi aldallalh sallalh saltu bentuk 

perlindungaln hukum untuk seoralng perempualn bisal terus bekerjal talnpal aldalnyal kehilalngaln 

halk-halk alsalsi yalng dimiliki. Alkaln tetalpi, dallalm reallitalsnyal halk reproduksi balgi pekerjal 

perempualn seringkalli dialbalikaln oleh pihalk perusalhalaln, balhkaln menjaldi sebualh alncalmaln balgi 

perusalhalaln kalrenal dalpalt dialnggalp sebalgali sualtu hall yalng merugikaln kalrenal perusalhalaln halrus 

mengelualrkaln bugjet lebih untuk kalryalwaln yalng sedalng halmil tersebut  

Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln potensi kesewenalng-

wenalngaln pengusalhal dallalm melalkukaln PHK dibaltalsi oleh ketentualn Palsall 15 balhwal PHK waljib 

didalhului dengaln perundingaln daln halnyal dalpalt dilalkukaln setelalh aldalnyal penetalpaln dalri 

Lembalgal Penyelesalialn Perselisihaln Hubungaln Industriall. Sedalngkaln dallalm Undalng-Undalng 

Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal menguralngi perlindungaln yalng diberikaln kalrenal 

paldal Palsall 151 alyalt (2) menjelalskaln dallalm hall PHK tidalk dalpalt dihindalri, malksud daln allalsaln 

PHK diberitalhukaln oleh pengusalhal kepaldal pekerjal/buruh, alyalt (3) menjelalskaln dallalm hall 

pekerjal/buruh telalh diberitalhu daln menolalk PHK, penyelesalialn PHK waljib dilalkukaln melallui 

perundingaln bipalrtit alntalral pengusalhal dengaln pekerjal/buruh, daln alyalt (4) menjelalskaln dallalm 

hall perundingaln bipalrtit tidalk mendalpaltkaln kesepalkaltaln, PHK dilalkukaln melallui talhalp 

berikutnyal sesuali dengaln mekalnisme penyelesalialn perselisihaln hubungaln industriall. 

Perubalhaln dalri prosedur PHK memunculkaln kekhalwaltiraln aldalnyal PHK secalral sepihalk kalrenal 

PHK cukup dilalkukaln melallui pemberitalhualn dalri pihalk pengusalhal talnpal halrus didalhului 

dengaln perundingaln. 

Pemberialn perlindungaln hukum balgi palral tenalgal kerjal perempualn halrus diperhaltikaln 

dengaln melihalt aldalnyal risiko daln talnggung jalwalb yalng halrus dihaldalpi oleh perempualn 

sebalgali pekerjal/buruh, secalral tidalk lalngsung pemberialn perlindungaln hukum tersebut 

merupalkaln sualtu alpresialsi untuk menghalrgali perempualn sebalgali palral pekerjal/buruh. 
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Berdalsalrkaln beberalpal pemalpalraln di altals, untuk lebih memalhalmi secalral alktuall tentalng 

balgalimalnal implemaltalsi Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2020 tentalng halk-halk perempualn dallalm 

Ketenalgalkerjalaln di sualtu Perusalhalaln, talk dipungkiri balhwal malsih balnyalk perusalhalaln-

perusalhalaln jikal meskipun sudalh palhalm alkaln regulalsi ini talpi malsik balnyalk yalng belum 

menginplementalsikalnnyal dengaln balik. Berdalsalrkaln laltalr belalkalng malkal dalpalt ditalrik sualtu 

permalsallalhaln yalitu: 

1. Balgalimalnal bentuk perlindungaln hukum kepaldal pekerjal perempualn halmil yalng di PHK? 

2. Balgalimalnal pertalnggungjalwalbaln dalri perusalhalaln untuk  pekerjal perempualn halmil yalng 

di PHK? 

 

METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn yalng dalpalt digunalkaln dallalm penelitialn hukum aldallalh penelitialn hukum 

normaltif (normaltive legall resealrch). Penelitialn hukum normaltif aldallalh penelitialn hukum 

untuk menemukaln alturaln hukum, prinsip-prinsip hukum, malupun doktrin-doktrin hukum 

gunal menjalwalb isu hukum yalng dihaldalpi. Penelitialn hukum normaltif dilalkukaln untuk 

mencalri pemecalhaln malsallalh altals isu hukum (legall issue) yalng aldal. Halsil dalri penelitialn 

ini aldallalh memberikaln preskripsi mengenali rumusaln malsallalh yalng dialjukaln. Penelitialn 

hukum normaltif halnyal meneliti normal hukum, talnpal melihalt pralktek hukum di lalpalngaln 

(lalw in alction).. 

b. Metode pendekaltaln 

• Metode pendekaltaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn hukum normaltif terdiri dalri 5 

(limal) metode yalkni pendekaltaln peralturaln perundalng-undalngaln (staltute alpproalch), 

pendekaltaln konseptuall (conceptuall alpproalch), pendekaltaln sejalralh (historicall 

alpproalch), pendekaltaln perbalndingaln (compalraltive alpproalch) daln pendekaltaln kalsus 

(calse alpproalch). 
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• Pendekaltaln perundalng-undalngaln (staltute alpproalch) digunalkaln gunal mengkalji dalsalr 

hukum paldal legall issue yalng diteliti. 

• Pendekaltaln konseptuall (conceptuall alpproalch) digunalkaln untuk mengkalji daln 

mengalnallisis keralngkal pikir, keralngkal konsep altalu lalndalsaln teoritis legall issue yalng 

alkaln diteliti. 

• Pendekaltaln historis (historicall alpproalch) digunalkaln dallalm ralngkal pelalcalkaln sejalralh 

hukum daln lembalgal hukum dalri walktu ke walktu tentalng legall issue yalng alkaln 

diteliti. 

c. Teknik pengumpulaln balhaln hukum 

Teknik pengumpulaln balhaln hukum yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu teknik libralry 

resealrch altalu penelitialn kepustalkalaln yalitu pengumpulaln daltal dengaln calral kegialtaln 

mencalri, membalcal daln mencaltalt daltal yalng dilalkukaln oleh peneliti untuk menghimpun 

informalsi yalng relevaln terkalit dengaln topik altalu malsallalh yalng sedalng diteliti. Studi 

kepustalkalaln dallalm penelitialn ini diperoleh dalri Buku, Jurnall, Skripsi, Alrtikel, peralturaln 

Perundalng-Undalngaln daln sumber-sumber yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln 

penelitialnTeknik alnallisis balhaln hukum 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungaln Hukum Terhaldalp Pekerjal Perempualn Halmil Yalng Mengallalmi 

Pemutusaln Hubungaln Kerjal  

Dallalm bekerjal staltus perempualn yalng sebalgali seoralng pekerjal tidalk boleh untuk 

menggalnggu kodralt sebalgali seoralng perempualn yalng jugal menjaldi ibu halmil, melalhirkaln daln 

menyusui sertal membesalrkaln alnalknyal. Perusalhalaln diwaljibkaln untuk memberikaln sualtu 

perhaltialn terhaldalp segallal pemenuhaln halk-halk khusus kepaldal pekerjal peremoualn daln tidalk 

memberlalkukalnnyal secalral diskriminaltif terhaldalp pekerjal perempualn. Pentingnyal kesetalralaln 

terhaldalp perlalkualn yalng aldal di tempalt kerjal ini salngaltlalh penting dallalm kuallitals hubungaln 

industriall yalng salngalt halrmonis. (Salli Susialnal, 2017 : 209) 
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Paldal dalsalrnyal, seoralng perempualn yalng memiliki pengertialn sebalgali sosok seoralng 

galdis yalng memiliki dalyal talrik dallalm hall kecalntikalnnyal, keindalhalnnyal, sifalt keibualnnyal yalng 

sudalh bisal mencalpali usial dewalsal, maltalng secalral emosionall sertal memiliki perilalku yalng 

feminism. Dewalsal yalng tidalk memiliki sualtu pemalhalmaln yalng utuh kalrenal alturaln yalng 

berbedal. Pekerjal perempualn merupalkaln sallalh saltu balgialn dalri pekerjal yalng melalkalsalnalkaln 

pekerjalaln untuk diri sendiri malupun untuk bekerjal altals dalsalr dalri perintalh pemberi kerjal. 

Pekerjal perempualn yalng sering dialnggalp sebalgali seoralng yalng lemalh oleh altalsaln yalng 

mempunyali kedudukaln lebih tinggi, malkal pekerjal perempualn perlu memperoleh perlindungaln 

altals halk-halknyal. 

Tujualn aldalnyal perlindungaln hukum terhaldalp pekerjal aldallalh gunal memberikaln sualtu 

perlindungaln dalri kekualsalaln palral perusalhalaln demi terciptalnyal sualsalnal yalng dalmali paldal 

sualtu perusalhalaln yalng dilalkukaln berdalsalrkaln paldal prinsip hubungaln industriall, usalhal yalng 

dilalkukaln oleh setialpal perusalhalaln demi memperkecil kerugialn dengaln memberikaln motivalsi 

untuk pekerjalnyal seperti bonus pelalksalnalaln paldal sualtu pekerjalaln, bonus kehaldiraln sertal 

bonus-bonus yalng berkalitaln dengaln kehaldiraln tenalgal kerjal yalng aldal di tempalt kerjal. 

Perlindungaln hokum terhaldalp pekerjal perempualn sudalh dialtur dallalm Undalng-Undalng yalitu 

Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln daln Keputusaln Menteri 

Tenalgal Kerjal paldal Palsall 76 yalng aldal di dallalm pelalksalnalalnnyal yalng dialtur dallalm Tralnsmigralsi 

RI No. Kep 224/Men/2003 yalng mengaltur kewaljibaln perusalhalaln yalng memperkerjalkaln tenalgal 

kerjal perempualn dallalm peneralpalnnyal dengaln dilalkukaln perusalhalaln lewalt perjalnjialn kerjal 

alntalral perusalhalaln yalng sesuali dengaln pekerjal/buruh daln dialwalsi oleh instalnsi yalng 

berwenalng.  

Perlindungaln paldal pekerjal yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 

tentalng Ciptal Kerjal yalng terdiri dalri 15 balb dengaln jumlalh sebalnyalk 186 Palsall. Sebelum 

Undalng-Undalng Ciptal Kerjal di salhkaln, balhwalsalnyal perlindungaln ketenalgalkerjalaln yalng sudalh 

dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln. Malkal secalral 

spesifik halk-halk pekerjal perempualn yalng sudalh mempunyali berbalgali jenis perlindungaln. 
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Paldal Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng  Ciptal Kerjal merupalkaln Undalng-

Undalng yalng aldal di Indonesial yalng di salhkaln oleh Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Republik 

Indonesial (DPR RI) yalng disalhkaln paldal talnggall 5 Oktober 2020 yalng telalh diundalngkaln paldal 

talnggall 2 November 2020, yalng dimalnal tujualnnyal untuk menciptalkaln lalpalngaln pekerjalaln 

sertal meningkaltkaln investalsi daln pembebalsaln talnalh kalrenal ini mencalkup balnyalk sector, 

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal yalng disebut jugal sebalgali Omnibus 

Lalw. Dallalm peralturaln ini jugal termalsuk di dallalmnyal merevisi Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 

2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln yalng merevisi tentalngg upalh daln galji pekerjal alsing alkaln tetalpi 

ini tidalk merubalh sualtu subtitalnsi dalri pemberialn paldal perlindungaln halk-halk pekerjal 

perempualn yalng sebalgalimalnal sudalh dialtur sebelumnyal dallalm Undalng-Undalng Nomor 13 

Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln. Dallalm perlindungaln pekerjal perempualn yalng 

sebalgalimalnal dimalksudkaln dallalm Undalng-Undalng Ketenalgalkerjalaln yalng sebelumnyal malsih 

tetalp berlalku daln belum salmal sekalli dirubalh meskipun sudalh diberlalkukaln paldal Undalng-

Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal. 

Hukum-hukum yalng aldal untuk melindungi paldal setialp individu terutalmal paldal 

perempualn yalng mempunyali halk, selalin itu jugal memiliki kewaljibaln yalng halrus ditunalikaln 

dallalm kehidupalnnyal yalng aldal di tengalh kehidupaln malsyalralkalt malnusial yalng lalinnyal. Dallalm 

hall ini perempualn daln lalki-lalki salmal daln mengalbalikaln kaldalr persalmalaln daln perbedalalnnyal. 

Dallalm perlindungaln yalng di dalpaltkaln untuk halk-halk pekerjal perempualn aldallalh Perlindungaln 

Ekonomi, Perlindungaln Sosiall daln Perlindungaln Teknis. Malkal dengaln demikialn perempualn 

yalng sebalgali tenalgal kerjal ini memiliki halk yalng salmal dengaln pekerjal lalki-lalki untuk 

mendalpaltkaln tigal jenis perlindungaln tersebut, daln alkaln dijalbalrkaln sebalgali berikut : 

Pekerjal ekonomis, aldallalh perlindungaln untuk tenalgal kerjal yalng dallalm segi penghalsilaln 

yalng cukup, termalsuk ketikal tenalgal kerjal yalng tidalk malmpu bekerjal di lualr kehendalknyal. 

Perlindungaln untuk tenalgal kerjal yalng termalsuk dallalm bentuk salntunaln yalng seperti ualng 

penggalnti untuk penghalsilaln yalng hilalng altalu kuralngnyal pelalyalnaln yalng dialkibaltkaln kalrenal 

peristiwal altalu sualtu kealdalaln yalng diallalmi oleh tenalgal kerjal yalng seperti kecelalkalaln kerjal, 
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salkit, halmil, bersallin, halri tual salmpali meninggall dunial. Terdalpalt beberalpal jenis jalminaln sociall 

tenalgal kerjal, aldallalh sebalgali berikut : 

Jalminaln Kecelalkalaln Kerjal, terjaldinyal kecelalkalaln kerjal malupun terdalmpalk sualtu 

penyalkit yalng dialkibaltkaln dalri tempalt kerjal itu merupalkaln resiko yalng dihaldalpi oleh tenalgal 

kerjal yalng telalh melalkukaln pekerjalaln. Untuk menalnggulalngi hilalngnyal sebalgalialn altalu 

keseluruhaln pengalsilaln yalng dialkibaltkaln kalrenal kecelalkalaln kerjal oleh kemaltialn altalu calcalt 

kalrenal kecelalkalaln kerjal balik fisik malupun mentall, malkal diperlukaln aldalnyal jalminaln untuk 

kecelalkalaln kerjal. 

Jalminaln Kemaltialn, tenalgal kerjal yalng meninggall dunial jikal bukaln alkibalt kecelalkalaln 

kerjal alkaln mengalkibaltnyal terjaldinyal pemutusaln hubungaln kerjal daln putusnyal penghalsilaln 

yalng salngalt berpengalruh untuk kehidupaln sociall ekonomi balgi seluruh kelualrgalnyal yalng telalh 

ditinggallkaln. Malkal dalri itu, diperlukalnnyal aldalnyal jalminaln kemaltialn yalng dallalm upalyalnyal 

untuk meringalnkaln bebaln kelualrgal balik itu dallalm bentuk bialyal untuk bialyal pemalkalmaln 

malupun untuk bialyal salntunaln yalng berupal ualng. 

Jalminaln Pemelihalralaln Kesehaltaln, dallalm memberialn pemelihalralaln kesehaltaln yalng 

dimalksudkaln sebalgali peningkaltaln produktivitals tenalgal yalng sehinggal diperolehnyal 

pelalksalnalaln tugals yalng sebalik-baliknyal. Ini aldallalh sebalgali sualtu upalyal kesehaltaln yalng sifaltnyal 

penyembuhaln (kuraltif). Upalyal penyembuhaln yalng memerlukaln dalnal yalng tidalklalh sedikit daln 

memberaltkaln alpalbilal dibebalnkaln untuk peroralngaln, malkal hall ini sudalh selalyalknyal untuk 

mengupalyalkaln penggallalngaln paldal kemalmpualn malsyalralkalt yalng melallui progralm jalminaln 

sociall tenalgal kerjal. Di salmping itu, pengusalhal yalng tetalp untuk berkewaljibaln dallalm 

mengaldalkaln perbalikaln sertal pemelihalraln kesehaltaln tenalgal kerjal yalng meliputi upalyal untuk 

peningkaltaln (promotif), pencegalhaln (preventif), penyembuhaln (kuraltif), daln pemulihaln 

(rehalbilitaltive). 

Jalminaln Halri Tual, halri tual yalng bisal mengalkibaltkaln terputusnyal upalh kalrenal tidalk 

malmpu lalgi untuk bekerjal. Terputusnyal upalh yalng bisal menimbulkaln kerisalualn untuk tenalgal 

kerjal, terutalmal untuk merekal yalng memiliki penghalsilaln rendal. Jalminaln halri tual yalng 

memberikaln sualtu kepalstialn untuk penerimalaln yalng dibalyalrkaln secalral sekalligus altalu secalral 
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berkallal paldal salalt tenalgal kerjal yalng mencalpali paldal usial 55 (limal puluh limal) talhun altalu yalng 

telalh memenuhi persyalraltaln tersebut. 

 

Bentuk Pertalnggung Jalwalbaln Perusalhalaln Terhaldalp Pekerjal Perempualn Halmil 

Undalng-Undalng Ciptal Kerjal altalu Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal 

Kerjal merupalkaln Undalng-Undalng yalng aldal di Indonesial yalng sudalh di salhkaln paldal talnggall 05 

Oktober 2020 yalng di salhkaln secalral lalngsung oleh DPR RI daln telalh di undalngkaln paldal talnggall 

02 November 2020 dengaln tujualnnyal supalyal untuk menciptkaln lalpalngaln kerjal sertal 

meningkaltkalm dalyal investalsi alsing yalng aldal di dallalm negeri dengaln menguralngi persyalraltaln 

peralturaln untuk melalkukaln izin usalhal daln pembebalsaln talnalh. Undalng-Undalng Nomor 11 

Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal yalng disebut jugal sebalgali Omnibus Lalw. 

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal sudalh balnyalk merevisi 

berbalgali malcalm peralturaln yalng termalsuk aldal di dallalmnyal Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 

2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln yalng dialntalralnyal aldallalh tentalng galji daln upalh sertal pekerjal 

alsing jikal demikialn salmal sekalli tidalk merubalh sualtu substalnsi dalri pemberialn perlindungaln 

halk-halk pekerjal perempualn yalng sebalgalimalnal sudalh dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 13 

Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln. Dallalm perlindungaln pekerjal perempualn yalng 

sebalgalimalnal dimalksudkaln dallalm Undalng-Undalng Ketenalgalkerjalaln yalng sebelumnyal ini malsih 

alkaln tetalp berlalku daln ini salmal sekalli tidalk di ubalh, meskipun salalt ini telalh diberlalkukaln 

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal. 

 

KESIMPULAN 

Salmpali sejaluh ini dallalm ketetualn yalng mengaltur untuk perlindungaln pekerjal 

perempualn yalng salmpali salalt ini malsih belum berjallaln dengaln balik. Dallalm Undalng-Undalng 

yalng mengaltur, paldalhall dallalm perlindungaln pekerjal walnital ini sudalh balnyalk yalng bersifalt 

nalsionall daln internalsionall. Perlindungaln kerjal bertujualn untuk menjalmin berlalngsungnyal 
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sistem hubungaln kerjal yalng talnpal disertali dengaln aldalnyal sualtu tekalnaln dalri pihalk yalng palling 

kualt kepaldal pihalk yalng lemalh. Sallalh saltu peraln yalng halrus ikut berperaln dallalm meningkaltkaln 

kesejalhteralaln, keselalmaltaln daln kesehaltaln tenalgal kerjal merupalkaln perlindungaln terhaldalp 

seoralng tenalgal kerjal walnital. Perlindungaln tenalgal kerjal walnital yalng malsih perlu untuk 

dilindungi aldallalh dengaln aldalnyal sualtu perlindungaln ketikal tenalgal kerjal walnital bekerjal paldal 

mallalm halri, perlindungaln paldal malsal halid, perlindungaln selalmal cuti halmil daln pemberialn 

lokalsi untuk menyusui. 

Dallalm pertalnggungjalwalbaln balgi pengusalhal untuk pekerjal perempualn halmil halrus bisal 

untuk memenuhi segallal kebutuhaln perempualn yalng bekerjal yalng sesuali dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng telalh di tetalpkaln. Kewaljibaln pengusalhal yalng aldal di dallalm 

hubungaln kerjal untuk memalnusialkaln malnusial aldallalh pekerjalalnnyal dengaln menghormalti 

halrkalt daln malrtalbalt merekal. Paldal kepentingaln yalng selalrals alntalral pekerjal daln pengusalhal 

yalng dijallin dengaln kualt untuk kemaljualn dallalm sualtu perusalhalaln. Hubungaln kerjal terjaldi 

kalrenal aldalnyal sualtu perjalnjialn kerjal alntalral kedual belalh pihalk. Perjalnjialn kerjal dibualt altals 

dalsalr kesepalkaltaln. Malkal dalri itu letalk dallalm permalsallalhaln ini kalrenal aldalnyal sualtu 

kesepalkaltaln yalng dibualt dengaln beberalpal syalralt yalng malu tidalk malu di setujui. Hall ini ditinjalu 

ulalng daln perusalhalaln dihalruskaln untuk mentalalti peralturaln. 
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